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VISI RPJMN 2020 - 2024
Indonesia Maju yang Berdaulat, 

Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong 

PRIORITAS

VISI INDONESIA 
2045

Berdaulat, Maju, Adil, 
dan Makmur

IMPIAN

MENUJU INDONESIA 2045

2024 2045

Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

Ekonomi yang maju dan berkelanjutan

Pembangunan yang merata dan inklusif

Negara yang demokratis, kuat, dan bersih

Pembangunan SDM

Pembangunan Infrastruktur

Penyederhanaan Regulasi

Penyederhanaan Birokrasi

Transformasi Ekonomi

Tantangan
VUCA

Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguousity

SDM ASN yang netral, 
profesional, berintegritas, dan 

kompeten, sangat berperan
mewujudkan visi pembangunan

di era VUCA

LINGKUNGAN STRATEGIS & KEBUTUHAN ASN BERKUALITAS
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Arah Kebijakan Peningkatan 
Penerapan Sistem Merit ASN

dalam Prioritas Nasional VII RPJMN 2020-2024

5Sumber: Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024; Background Study RPJMN 2020-2024

7 AGENDA PEMBANGUNAN 
RPJMN 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN DAN 
STRATEGI

PENGUATAN IMPLEMENTASI
MANAJEMEN ASN

Ketahanan Ekonomi untuk 
Pertumbuhan Berkualitas

Pengembangan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan

SDM Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Revolusi Mental dan 
Pembangunan Kebudayaan

Infrastruktur untuk Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

Infrastruktur untuk Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

Stabilitas Polhukhankam dan 
Transformasi Pelayanan Publik

Konsolidasi Demokrasi

Optimalisasi Kebijakan Luar 
Negeri

Penegakan Hukum Nasional

Reformasi Birokrasi dan Tata 
Kelola

Menjaga Stabilitas Keamanan 
Nasional

Penerapan Manajemen Talenta 
Nasional ASN

Peningkatan Penerapan Sistem 
Merit ASN

Penyederhanaan Eselonisasi

Penataan Jabatan Fungsional
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KEBIJAKAN SISTEM MERIT

UU 5 TAHUN 2014

Sistem Merit adalah kebijakan dalam Manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara
adil dan wajar dengan tanpa mempertimbangkan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

PP 17 TAHUN 2020 (PASAL 3)

“Ketentuan mengenai pengisian JPT secara terbuka dan
kompetitif dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah
yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan
Pegawai ASN dengan persetujuan KASN.”

PP 11 TAHUN 2017 (PASAL 134)

Pendelegasian kewenangan dapat ditarik kembali oleh
Presiden dalam hal: (1) Pelanggaran prinsip sistem merit
yang dilakukan oleh PPK; (2) Untuk meningkatkan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

PRINSIP DASAR SISTEM MERIT

Manajemen ASN yang 
mendasarkan pada kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja

Bersifat objekif, terukur, akuntabel, 
partisipatif, dan transparan

PRINSIP DASAR SISTEM MERIT
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CAPAIAN INDONESIA DALAM INDEKS GLOBAL

Government  

Effectiveness Index  

2020

Rank 73
(Skor 0,37)

dari 193 Negara

Corruption  

Perception Index  

2020

Rank 120
(Skor 37)

dari 180 Negara

Global Competitiveness  

Index - Special Edition 2020

Indikator ‘Public Institutions’

Rank 18
(Skor 58,8)

dari 37 Negara

Area Perbaikan:

• Penguatan

pengembangan  

kapasitas SDM sektor  

publik;

• Penguatan

kelembagaan;

• Penyusunan kebijakan 

dan  regulasi adaptif 

yang bervisi  jangka

panjang.

Area Perbaikan:

• Perbaikan kualitas 

birokrasi dan  pelayanan

publik;

• Penguatan kemudahan

berusaha  dalam 

investasi dan ekonomi;

• Peningkatan kualitas 

demokrasi  dan 

pertanggungjawaban

politik.

Area Perbaikan:

• Kualitas SDM sektor

publik;

• Kualitas kelembagaan

birokrasi;

• Kualitas pelayanan 

dan  perumusan 

kebijakan publik;

• Kredibilitas pemerintah 

dalam  implementasi 

kebijakan publik.

6

Easy Doing 

Bussiness

Rank 73
(Skor 69,6)

dari 190 Negara

Area Perbaikan:

• Salah satunya terkait

aturan

ketenagakerjaan

Perlunya Peningkatan Kualitas SDM Sektor Publik 
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KORELASI INDEKS MERIT DENGAN INDEKS LAIN

Range of Correlation 

Coefficiant Values
Level of Correlation

0.80 to 1.00 Very Strong Positive

0.60 to 0.79 Strong Positive

0.40 to 0.59 Moderate Positive

0.20 to 0.39 Weak Positive

0.00 to 0.19 Very Weak Positive



SINERGI DAN KOLABORASI KELEMBAGAAN DALAM PENGUATAN 
IMPLEMENTASI SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN ASN (UU ASN)

Visi KASN 

Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya

Birokrasi Kelas Dunia

Misi KASN

1. Menjamin kualitas penerapan sistem merit 

dalam kebijakan dan Manajemen ASN 

melalui pengawasan dan evaluasi yang 

efektif

2. Menjamin kualitas penerapan Nilai Dasar, 

Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas

melalui pengawasan yang efektif

3. Meningkatkan Tata Kelola KASN yang 

Mandiri, Profesional dan Akuntabel

Tujuan KASN

1. Terwujudnya Sistem Merit dalam Kebijakan

dan Manajemen ASN

2. Terwujudnya profesionalisme, integritas dan 

netralitas ASN

3. Terwujudnya Tata Kelola KASN yang Mandiri, 

Profesional dan Akuntabel

PRESIDEN

KEMENPANRB

LAN BKN

LNS

(Lembaga Mandiri)

KASN
Merumuskan KebijakanASN

Melaksanakan  

Kajian dan  

Diklat ASN

Mengelola  

PegawaiASN  

sesuai NPSK

Melakukan Pengawasan

1. Penerapan Sistem MeritASN

2. Pengisian JPT

3. Penerapan Nilai Dasar Kode  

Etik, Kode Perilaku dan  

Netralitas Pegawai ASN

Memegang kekuasaan tertinggikebijakan,  

pembinaan profesi dan manajemenASN

LPNK

KEMENTERIAN

Pejabat Pembina 

Kepegawaian
(Pasal 53)

Pejabat yang Berwenang
(Pasal 54)

Manajemen ASN 

diselenggarakan berdasarkan

Sistem Merit

(Pasal 51)

Delegasi



PPK DAN PYB DALAM PENGUATAN IMPLEMENTASI SISTEM MERIT 
DALAM MANAJEMEN ASN (UU ASN)

PRESIDEN

Pejabat Pembina 

Kepegawaian
(Pasal 53)

Pejabat yang Berwenang
(Pasal 54)

Manajemen ASN 

diselenggarakan berdasarkan

Sistem Merit

(Pasal 51)

Pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan Manajemen ASN

1. Menteri

2. Pimpinan lembaga di 

lembaga pemerintah

nonkementerian; 

3. Sekretaris jenderal di 

sekretariat lembaga

negara dan lembaga

nonstruktural

4. Gubernur dan

5. Bupati/Walikota

1. PyB Kementerian

2. Sekjen/Sestama di 

lembaga pemerintah

nonkementerian; 

3. Sekjen di sekretariat

lembaga negara dan 

lembaga nonstruktural

4. Sekda Provinsi dan

5. Sekda Kabupaten/Kota

Delegasi

Instansi Pemerintah
Kementerian, LPNK, Sekretariat Jenderal

Lembaga Negara, LNS, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengangkatan, Pemindahan, 

pemberhentian Pegawai ASN dan 

Pembinaan Manajemen ASN

Pendelegasian kewenangan dapat ditarik

kembali oleh Presiden dalam hal: 

a. Pelanggaran prinsip sistem merit 

yang dilakukan oleh PPK; atau

a. Untuk meningkatkan efektifitas

penyelengaraan pemerintahan. Pasal 3 ayat (7) PP 17/2020

Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP 11/2017 

✓ Pembinaan Manajemen ASN

✓ Menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian

pejabat selain pejabat pimpinan tinggi

utama dan madya, dan pejabat

fungsional keahlian utama

✓ Pembinaan Manajemen ASN

✓ Menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi

Pemerintah berdasarkan Sistem Merit

✓ Memberikan rekomendasi usulan kepada PPK

✓ Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat

Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
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HASIL PENILAIAN SISTEM 
MERIT HINGGA SMT 1 TAHUN 
2022

02



JUMLAH INSTANSI PEMERINTAH 
PER KATEGORI HASIL PENILAIAN SISTEM MERIT

BURUKBAIK

49

SANGAT BAIK

183134 47

KURANG

Hasil Penilaian Sistem Merit oleh KASN Hingga Juni Tahun 2022

Hingga Juni tahun 2022 telah terdapat 413 instansi pemerintah
yang telah dilakukan penilaian sistem merit oleh KASN.
Mayoritas belum berhasil meraih minimal kategori Baik. 12
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Kementerian LPNK

Target
100%

95% 86%

Provinsi Kab/Kota

65%

15%

Target
80%

Target
49%

Target
15%

Dihitung Dari Total Populasi IP (Wilayah Pengawasan KASN)
K : 34, LPNK: 22, Prov: 34, Ka/Ko: 508

Persentase Instansi
Pemerintah dengan Indeks

Sistem Merit dengan
Kategori ≥ “Baik”.

CAPAIAN INDIKATOR 
JUNI TAHUN 2022

CAPAIAN TARGET RPJMN TERKAIT KUALITAS 
PENERAPAN SISTEM MERIT HINGGA JUNI 2022
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HASIL PENILAIAN MANDIRI DAN VERIFIKASI SEMENTARA 
PENERAPAN SM DI LINGKUNGAN KAB/KOTA LINGKUP PROVINSI NTT

Kab/Kota Status SIPINTER Nilai Mandiri Nilai Verifikasi

Kabupaten Belu Belum Input - -

Kabupaten Ende Selesai Input 105,5 33

Kabupaten Flores Timur
Sedang Input 156,5 66,5

Kabupaten Kupang Belum Input - -

Kabupaten Manggarai Sedang Input 117 -

Kabupaten Manggarai Barat
Sedang Input 10 -

Kabupaten Rote Ndao Selesai Input 105 57

Kabupaten Sikka Sedang Input 99 -

Kabupaten Sumba Barat
Selesai Input 218,5 91,5

Kabupaten Sumba Barat Daya
Sedang Input 135 -

Kabupaten Timor Tengah Selatan
Belum Input - -

Kabupaten Alor Selesai Input 113 107

Kabupaten Lembata Sedang Input 67 -

Kabupaten Malaka Sedang Input -

Kabupaten Manggarai Timur
Sedang Input 140,5 10

Kabupaten Ngada Selesai Input 107 92,5

Kabupaten Nagekeo Selesai Input 209 114

Kabupaten Sabu Raijua
Selesai Input 111 82

Kabupaten Sumba Tengah
Selesai Input 119,5 101

Kabupaten Sumba Timur
Selesai Input 186 122

Kabupaten Timor Tengah Utara
Sedang Input 37,5 20

Kota Kupang Sedang Input 328,5 240,5
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HASIL PENILAIAN SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

PERENCANAAN KEBUTUHAN

PENGADAAN

PENGEMBANGAN KARIER

PROMOSI DAN MUTASI

MANAJEMEN KINERJA

PENGGAJIAN, PENGHARGAAN,

DISIPLIN

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

SISTEM INFORMASI

Verifikasi Awal Asistensi 1 Asistensi 2 Verifikasi Akhir ASPEK
SKOR 
IDEAL

SKOR
2022

(1)
PERENCANAAN 

KEBUTUHAN
40 37,5

(2) PENGADAAN 40 40

(3)
PENGEMBANGAN 

KARIER
130 62,5

(4) PROMOSI MUTASI 40 25

(5)
MANAJAMEN 

KINERJA
80 57,5

(6)
PENGGAJIAN, 

PENGHARGAAN, 

DISIPLIN
40 30

(7)
PERLINDUNGAN 

PELAYANAN
16 14

(8)
SISTEM 

INFORMASI
24 16

TOTAL 410 282,5

KATEGORI BAIK

INDEKS 0.69
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HASIL PENILAIAN SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

HIGHLIGHT HASIL/KEMAJUAN SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN PEMPROV NTT:

1. Menata rencana kebutuhan pegawai berdasarkan Anjab dan perhitungan ABK dan dilanjutkan dengan

Melengkapi Peta Jabatan berdasarkan SOTK;

2. Menetapkan Pergub. NTT No. 76/2021 tentang SKJ Teknis JPT serta Bertahap Menyesuaikan Pergub. NTT 

No. 65/2021 tentang SKJ Manajerial dan Sos-Kul (JPT dan JA) sesuai PermenPANRB No. 38/2017;

3. Membangun unit assessment center terakreditasi A dan kualitas manajemen mutu pelayanan terstandar ISO 

9001:2015 yang juga memiliki metode/sistem penilaian kompetensi berbasis CAT, serta berhasil

menyelenggarakan assessment dalam rangka pemetaan kompetensi sebagian besar pegawai (JPT, 

Adminsitrator, Pengawas dan sebagian Pelaksana + JF);

4. Membangun Aplikasi SIKOMJA sebagai sistem informasi tindak lanjut dari Pergub. NTT No. 67/2021 tentang

Manajemen Talenta NTT;

5. Telah melakukan penilaian kompetensi hingga 2.000 pegawai lebih, untuk dilakukan identifikasi dan analisis

kesenjangan serta memanfaatkan sebagai data penyusunan bangkom;

6. Meningkatkan proses manajemen kinerja (menerapkan e-Kinerja yang digunakan sebagai pengelolaan kinerja

pegawai secara online dan berkala);
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BELUM MERATANYA PEMAHAMAN SISTEM MERIT
❑ Komitmen PPK hanya setengah hati dan masih sebatas procedural;
❑ Kebijakan Pembangunan SDM tidak menjadi prioritas;
❑ Komiten IP Daerah kurang karena sistem merit tidak berdampak langsung

terhadap tunjangan/kesejahteraan;

MASIH TINGGINYA INTERVENSI POLITIK
❑ Patronasi elit kuat, sehingga menurunkan semangat unit pengelola SDM;
❑ Pola Karier pegawai tidak berdasarkan kinerja dan kompetensi namun faktor

politik/kedekatan;

DINAMIKA KEBIJAKAN TENTANG KEPEGAWAIAN

ADANYA SEJUMLAH PELANGGARAN DALAM MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN ASN
❑ Proses pengisian JPT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

tidak berkoordinasi dengan KASN;
❑ Pengisian JPT dari TNI/ POLRI aktif pada jabatan sipil di luar 15 Instansi yang

dikecualikan;

CATATAN EVALUASI: OBSERVASI KASN

1

2

3

4

17

JABATAN BERHASIL DIKEMBALIKAN KE JABATAN 
SEBELUMNYA BERDASARKAN REKOMENDASI KASN352
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PEMANFAATAN TALENT POOL
DALAM PENGISIAN JABATAN

03



PERKEMBANGAN MANAJEMEN SDM

1919

Pemerintah Indonesia mencanangkan Manajemen ASN berbasis sistem merit
dengan mengedepankan Manajemen Talenta sebagai kegiatan prioritas
untuk membangun SDM aparatur yang profesional, netral, berintegritas dan
berkinerja tinggi untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia.

Pengelolaan pegawai bersifat
ke-TU-an dan pencatatan. 

Perubahan strategis yang menekankan efektivitas
organisasi melalui manajemen SDM menggunakan
kebijakan dan sistem. Muncul isu sistem merit.

Mengatur pegawai berdasarkan keterampilan
pengalaman, kecerdasan, hubungan dan pemikiran. 
Manajemen talenta menjadi Instrumen.
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Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan
kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan
kebutuhan Instansi Pemerintah (Ps. 176).

Pengembangan karier dilakukan oleh PPK melalui
manajemen pengembangan karier dalam rangka
penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan
pola karier PNS (Ps. 177)

Pengembangan karier dapat dilakukan melalui mutasi,
promosi dan penugasan khusus.

PENGEMBANGAN KARIER PNS
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MANAJEMEN TALENTA 
Permenpan 3/2020

MANAJEMEN TALENTA ASN

NASIONAL INSTANSI

Sistem manajemen karier ASN yang meliputi
tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan
penempatan talenta yang diprioritaskan untuk

menduduki jabatan target berdasarkan
tingkatan potensial dan kinerja tertinggi

melalui mekanisme tertentu yang 
dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan

Untuk memenuhi kebutuhan

Instansi Pemerintah
secara nasional dalam

rangka akselerasi
pembangunan

nasional

Instansi Pusat dan
Instansi Daerah
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MODEL MANAJEMEN TALENTA ASN

Penilaian 
Kompetensi 

Manajerial, Sosial 
Kultural, dan Teknis

Penilaian Kinerja

Data Potensial 
Pegawai

Data Kinerja 
Pegawai

Identifikasi
Talenta

Matriks
Nine Box

Rencana 
Suksesi

Pola 
Karier

Identifikasi
Daftar Suksesor

Penilaian 
Kinerja
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TAHAPAN MANAJEMEN TALENTA ASN
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MANAJEMEN TALENTA DALAM 
PENILAIAN SISTEM MERIT

Aspek pengembangan karier, promosi
mutasi, dan manajemen kinerja memiliki
bobot terbesar, dimana terdapat
penerapan Manajemen Talenta

40 40 130 40 80 40 16 24

Perencanaan
kebutuhan

Pengadaan Pengembangan
Karier

Promosi
Mutasi

Manajemen
Kinerja

Penggajian
Penghargaan

Disiplin

Perlindungan
Pelayanan

Sistem
Informasi

MANAJEMEN TALENTA
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171

12

Dari 183 Instansi Pemerintah Kategori
“Baik” dan “Sangat Baik”, sampai Juni

2022, 12 IP yang dapat disetujui mengisi
JPT melalui Manajemen Talenta

4 KEMENTERIAN
Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, 

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian KKP, 

3 LEMBAGA
LAN, BPOM, BPKP

2 PROVINSI
Prov. Jawa Barat, Prov. Jawa Tengah

3 KAB/KOTA
Kota Bandung, Kab. Sumedang, 

Kota Tangerang

IMPLEMENTASI PENGISIAN JPT MELALUI 
MANAJEMEN TALENTA (TALENT POOL)
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CATATAN PENGAJUAN PENGECUALIAN 
SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT

Belum menentukan jabatan kritikal

Instrumen pemetaan belum sesuai

Daftar suksesor tidak ada di kotak 7, 8, dan 9

Masih ada penumpukan persebaran talenta

Tidak ada program pengembangan talenta
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TANTANGAN: PENGAMATAN KASN

Manajemen talenta hanya dipahami oleh unit pengelola

kepegawaian, sehingga kurang mendapat dukungan PPK

dan unit pendukung lainnya.

Manajemen talenta lebih hanya sekadar pada struktur

baru yang menjalankan proses pemetaan kompetensi dan

kinerja pegawai.

Bagi Instansi yang telah memiliki kelengkapan

infrastruktur, penerapan Manajemen Talenta masih

menekankan pada pengujian kemampuan, keahlian dan

pengetahuan saja, belum menyentuh pada kemampuan

individu untuk belajar, tumbuh, dan berkembang dalam

menghadapi masa depan.

UMUM
OPERASIONAL

Materi pembangunan Manajemen Talenta yang
belum sepenuhnya siap

Tantangan dalam merumuskan formulasi
Manajamen Talenta yang sesuai dengan prinsip
– prinsip Manajemen Talenta

Infrastruktur yang kurang memadai

Keterbatasan anggaran
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STRATEGI PENJAMINAN KUALITAS 
PENERAPAN SISTEM MERIT 
(KOLABORASI KERJA)

04



UPAYA PERCEPATAN DAN PENJAMINAN 
KUALITAS SISTEM MERIT OLEH KASN

Penyusunan peta jalan 
integrasi sistem 
informasi pengawasan 
sistem merit

Asistensi penerapan
manajemen talenta

Pembangunan 
laboratorium sistem
merit di daerah 3T 

Sosialisasi & asistensi
penerapan sistem merit di 

instansi pemerintah

Optimalisasi sistem
informasi untuk

knowledge sharing 
penerapan sistem merit

Audiensi penguatan
komitmen penerapan

sistem merit dengan
PPK dan/atau PyB

29

Pembentukan Community of Practice 
Sistem Merit untuk meningkatkan
pengetahuan Instansi



COMMUNITY OF PRACTICE
SISTEM MERIT

30

Community of Practice Sistem Merit adalah sekumpulan praktisi manajemen ASN dari berbagai

instansi pemerintah yang memiliki pengalaman, minat, perhatian, dan pandangan yang sama terhadap

ide, masalah, perkembangan isu penerapan sistem merit untuk saling bertukar dan berbagi

pengetahuan dan informasi sehingga bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan anggota dan

hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari implementasi Sistem Merit.

Menyediakan wadah bagi praktisi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah untuk saling bertukar ilmu,

tips, saran, dan pengalaman-pengalaman dalam mengimplementasikan Sistem Merit di instansinya

sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang sesuai sebagai solusi dan inovasi untuk pemecahan

masalah yang dihadapi secara cepat dan tepat.



RANGKAIAN KEGIATAN COMMUNITY OF 
PRACTICE SISTEM MERIT TAHUN 2022

31



LABORATORIUM
SISTEM MERIT

32

KASN menunjuk daerah yang akan difungsikan sebagai daerah binaan
bersama dengan merintis dari awal hingga terwujudnya Manajemen ASN
yang baik berbasis sistem merit. Lab ini juga ditujukan untuk menemukan
metode dan strategi yang tepat untuk diterapkan ke daerah lain yang
kondisinya dianggap sulit untuk menerapkan sistem merit.

Paguyuban Aparatur

Daerah Binaan belum
menerapkan SM

Daerah Binaan menerapkan
SM

Nilai Sistem Merit

Pendapatan IPM

Pertimbangan Utama
Pemilihan Lokus Lab 

Sistem Merit3



Bentuk Kegiatan : 
- Literasi Lab SM

- Meritopedia
- Handbook SM

- - Whatsapp Group

BentukKegiatan :
Sosialisasi Lab SM

FGD KASN – Instansi
Pemerintah

Bentuk Kegiatan :
Penilaian Mandiri
oleh Tim Penilai
Mandiri Instansi
setelah asistensi
dan klarifikasi

Bentuk Kegiatan :
Fasilitasi Asistensi

Bersama Paguyuban
dan Instansi mitra

BENTUK KEGIATAN LABORATORIUM SISTEM MERIT

Bentuk kegiatan ini mengadopsi dari SECI Model 
berbasis Knowledge Management. 

SECI
KNOWLEDGE

MANAGEMENT

Eksternalisasi
Transformasi 

pengetahuan dari 
bentuk tacit ke bentuk 

yang lebih eksplisit. 

Kombinasi
Mengorganisasi kumpulan 

pengetahuan eksplisit ke 
dalam satu bentuk media 

yang lebih sistematis 
melalui proses 

penambahan pengetahuan 
baru. 

Sosialisasi
Knowledge transfer 
dari satu individu ke 
individu lainnya dalam 
bentuk tacit (dipahami 
namun belum disadari 
keberadaannya). 

Internalisasi
Transformasi 
pengetahuan dari 
eksplisit kembali 
menjadi tacit. 

Source: Nonaka, I., and Takeuchi, K. (1995). The Knowledge Creating Company. New York, NY: Oxford University Press.
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